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Abstrak 

Pemberian pelayanan yang memenuhi standar yang telah ditetapkan memang menjadi 

bagian yang perlu dicermati. Untuk saat ini masih sering dirasakan bahwa kualitas 

pelayanan minimum sekalipun masih jauh dari yang diharapkan oleh masyarakat. 

Pemerintah sebagai service provider (penyedia jasa) bagi masyarakat dituntut untuk 

memberikan pelayanan yang berkualitas. Apalagi pada era otonomi daerah, kualitas 

dari pelayanan Aparatur Pemerintah akan semakin ditantang untuk mampu optimal 

dan dapat menjawab tuntutan yang semakin tinggi dari masyarakat, baik dari segi 

kualitas dan kuantitas pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas 

pelayanan Publik Di Kantor UPTD Samsat Kosio Kabupaten Bolaang Mongondow. 

Teknik analisa data yang dipakai adalah teknik deskriptif kualitatif sesuai dengan data 

dan fakta dilapangan, dimaksudkan untuk mengkaji secara menyeluruh permasalahan 

penelitian. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Kualitas pelayanan 

publik di Kantor UPTD Samsat Kosio Bolmong dapat dinilai dari lima dimensi yaitu 

Tangibel, Reliability, Responsiviness, Assurance, dan Emphaty, dimana untuk dimensi 

yang mempunyai indikator jaminan tepat waktu dan jaminan kepastian biaya belum 

diterapkan sesuai dengan keinginan masyarakat. Karna masih adanya keterlambatan 

waktu pengurusan STNK yang tidak sesuai dengan jaminan waktu yang diberikan 

pegawai kepada pengguna layanan, dan dimensi emphaty yang mempunyai indikator 

mendahulukan kepentingan pengguna layanan, ramah sopan santun, tidak 

diskriminatif, dan menghargai  belum semuanya diterapkan, dan belum berjalan sesuai 

harapan masyarakat karna masih adanya pegawai yang mementingkan urusan pribadi, 

juga masih adanya ketidak ramahan pegawai layanan dalam melayani pengguna 

layanan. 

 

Kata Kunci: Kualitas, Pelayanan Publik. 
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Pendahuluan 

Undang-Undang nomor 25 tahun 

2009 Tentang Pelayanan Publik Bab I 

Pasal 1 Ayat 1 pelayanan publik adalah 

kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 

rangka pemenuhan kebutuhan 

pelayanan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan bagi setiap warga 

negara dan penduduk atas barang, jasa, 

dan/atau pelayanan administratif yang 

disediakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik.  Berbicara tentang 

pelayanan berarti tidak terlepas dari 

yang namanya birokrasi, permaslahan 

tentang birokrasi adalah permasalahan 

klasik yang tetap menarik untuk 

diperbincangkan. Birokrasi dikritik 

dimana-mana, dianggap mempunyai 

banyak kelemahan, birokrasi dianggap 

berbelit-belit, akan tetapi birokrasi 

masih sangat dibutuhkan oleh 

masyarakat sampai sekarang. Hal ini 

dikarenakan birokrasi mempunyai 

peranan yang sangat besar dalam 

kehidupan masyarakat terutama dalam 

memberikan pelayanan.  

Dalam pelaksanaan penelitian, 

peneliti akan meneliti kualitas pegawai 

dalam pelaksanaan pemberian 

pelayanan publik di Kantor Samsat 

kosio Bolmong. Berdasarkan hasil 

observasi awal, masih banyak 

masyarakat yang kurang puas dengan 

pelayanan yang diberikan oleh pegawai 

yang ada di Kantor Samsat tersebut. 

Masih banyak masyarakat yang 

mengeluh dengan lamanya proses 

pelayanan yang diberikan, kurangnya 

fasilitas ruang tunggu yang tidak 

memberikan kenyamanan bagi 

pengguna jasa, masih adanya perbedaan 

tingkat pelayanan antara masyarakat 

yang biasa dengan orang yang memiliki 

jabatan, dengan kata lain adanya 

“pandang bulu” terhadap masyarakat 

sebagai penerima pelayanan, dan 

masalah jaringan yang kerap kali 

muncul sering menghambat proses 

registrasi dan mengganggu kinerja 

pegawai. 

Pegawai Samsat Kosio Bolmong 

sebagai abdi masyarakat dalam 

memberikan pelayanan diharapkan 

mempunyai sikap mental, tekad dan 

semangat, ketaatan dan disiplin untuk 

tugas-tugasnya sesuai dengan keahlian 

masing-masing sehingga dapat 

memenuhi kebutuhan masyarakat 

pengguna jasanya dan diharapkan dapat 

memberikan pelayanann yang sangat 

baik kepada konsumen serta 

mendatangkan kepuasan.  

 

Tinjauan Pustaka 

Menurut Rasyid pelayanan publik 

merupakan pemberian layanan 

(melayani) keperluan orang atau 

masyarakat yang mempunyai 

kepentingan pada organisasi itu sesuai 

dengan aturan pokok dan tata cara yang 

telah ditetapkan. Pemerintahan pada 

hakekatnya adalah pelayanan kepada 

masyarakat. Ia tidaklah diadakan untuk 

melayani dirinya sendiri, tetapi untuk 

melayani masyarakat serta menciptakan 

kondisi yang memungkinkan setiap 

anggota masyarakat mengembangkan 

kemampuan dan kreativitasnya demi 

mencapai tujuan bersama. (Hardiansyah 

2011:14). Pengertian pelayanan publik 

ialah segala kegiatan pelayanan yang 

dilaksanakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik sebagai upaya 

pemenuhan kebutuhan penerima 

pelayanan maupun pelaksanaan 

ketentuan peraturan perundang-

undangan. menyatakan bahwa Hakikat 

pelayanan publik adalah pemberian 

pelayanan prima kepada masyarakat 

yang merupakan perwujudan kewajiban 

aparatur pemerintah sebagai abdi 

masyarakat. (Ratminto & Winarsih 

2010:18).  

Pelayanan publik adalah kegiatan 

atau rangkaian kegiatan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan 
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bagi setiap warga Negara dan 

pendudukan atas barang, jasa atau 

pelayanan administratif yang disediakan 

oleh penyelenggara pelayanan publik. 

Salah satu faktor dan aktor utama yang 

turut berperan dalam perwujudan 

pemerintahan yang bersih (clean 

government) dan kepemerintahan yang 

baik (good governance) adalah 

birokrasi. Dalam posisi dan perannya 

yang demikian penting dalam 

pengelolaan kebijakan dan pelayanan 

publik, birokrasi sangat menentukan 

efesiensi dan kualitas pelayanan kepada 

masyarakat, serta efisiensi dan 

efektivitas penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan. Salah 

satunya dengan cara reformasi 

birokrasi.  

Kegiatan pelayanan publik 

diselenggarakan oleh instansi 

pemerintah. Instansi pemerintah 

merupakan sebutan kolektif meliputi 

satuan kerja atau satuan orang 

kementrian, departemen, lembaga, 

pemerintahan non departemen, 

kesekertariatan lembaga tertinggi dan 

tinggi negara, dan instansi pemerintah 

lainnya, baik pusat maupun daerah 

termasuk Badan Usaha Milik Daerah. 

Sebagai penerima pelayanan publik 

adalah orang, masyarakat, instansi 

pemerintah dan badan hukum. 

Kegiatan pelayanan publik atau 

disebut juga dengan pelayanan umum, 

yang biasanya menempel di tubuh 

lembaga pemerintahan dinilai kurang 

dapat memenuhi tugasnya sesuai 

dengan harapan masyarakat, sebgai 

konsumen mereka. Salah satu yang 

dianggap sebagai biang keladinya 

adalah bentuk orang birokrasi, sehingga 

birokrasi seperti dikemukakan oleh 

Achmat Batinggi (2008:53) adalah : 

“Merupakan tipe dari orang yang 

dimaksudkan untuk mencapai tugas- 

tugas administratif yang besar dengan 

cara mengkoordinir secara sistematis 

(teratur) pekerjaan dari banyak orang.” 

Konsep birokrasi bukan merupakan 

konsep yang buruk. Organisasi birokrasi 

mempunyai keteraturan dalam hal 

pelaksanaan pekerjaan karena 

mempunyai pembagian kerja dan 

struktur jabatan yang jelas sehingga 

komponen birokrasi mempunyai 

tanggung jawab dan wewenang untuk 

melaksanakan kewajibannya. 

Pelaksanaan pekerjaan dalam orang 

birokrasi diatur dalam mekanisme dan 

prosedur agar tidak mengalami 

penyimpangan dalam mencapai tujuan 

orang. Dalam organisasi birokrasi 

segala bentuk hubungan bersifat resmi 

dan berjenjang berdasarkan struktur 

orang yang berlaku sehingga menuntut 

ditaatinya prosedur yang berlaku pada 

orang tersebut. 

Adapun yang menjadi ciri ideal 

birokrasi menurut Max Weber seperti 

yang dikutip dan diterjemahkan oleh 

Ahmad Batingi (2008: 53) antara lain 

adalah : a) pembagian kerja yang 

kurang jelas, b) Adanya hierarki 

jabatan, c) Adanya pengaturan sitem 

yang konsisten, d) Prinsip formalistic 

impersonality, e) Penempatan 

berdasarkan karier, f) Prinsip 

rasionalitas, Dengan adanya otonomi 

daerah, diharapkan memberikan 

dampak nyata yang luas terhadap 

peningkatan pelayanan terhadap 

masyarakat. Dengan demikian 

pelimpahan wewenang dari pemerintah 

pusat ke daerah memungkinkan 

terjadinya penyelenggaraan pelayanan 

dengan jalur birokrasi yang lebih 

ringkas dan membuka peluang bagi 

pemerintah daerah untuk melakukan 

inovasi dalam pemberian dan 

peningkatan kualitas pelayanan.  

Aktivitas manajemen adalah aktivitas 

yang dilakukan oleh manajemen yang 

mampu mengubah rencana menjadi 

kenyataan, apakah rencana itu berupa 

rencana produksi atau rencana dalam 

bentuk sikap dan perbuatan (Moenir, 

2006:164). Aktivitas manajemen 
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memang subyek, karena manajemen 

berhadapan dengan unsure organisasi 

yang terdiri dari manusia, dana, 

peralatan, bahan, metode dan pasar 

(bagi orang bisnis). Namun dalam hal 

manajemen pelayanan yang dihadapi 

oleh manajemen yang utama antar lain 

adalah manusia (pegawai) dengan 

segala tingkah lakunya.   

Manajemen pelayanan umum oleh 

Moenir (2006:204) didefinisikan 

sebagai “manajemen yang proses 

kegiatan diarahkan secara khusus pada 

terselenggaranya pelayanan guna 

memenuhi kepentingan umum atau 

kepentingan perseorangan, melalui cara- 

cara yang tepat dan memuaskan pihak 

yang dilayani.” Selain dapat berjalan 

dengan baik, manajemen pelayanan 

umum/publik harus dapat mencapai 

sasaran atau tujuan yang telah 

ditetapkan. Sasaran manajemen 

pelayanan umum sederhana saja yaitu 

kepuasan.  Meskipun sasaran itu 

sederhana tapi untuk mencapainya 

diperlukan kesungguhan dan syarat- 

syarat yang seringkali tidak mudah 

dilakukan.  Hal ini berkaitan dengan 

masalah kepuasan yang tidak dapat 

diukur secara pasti tetapi relatif. 

Mengenai sasaran dari kegiatan 

pelayanan umum.  

Menurut  Ratminto (2005:70)  

manajemen  pelayanan dapat diartikan 

sebagai Suatu proses penerapan  ilmu  

dan  seni  untuk menyusun  rencana, 

mengimplementasikan rencana, 

mengkoordinasikan dan  menyelesaikan 

aktivitas-aktivitas  pelayanan demi 

tercapainya  tujuan-tujuan  pelayanan 

yang  tegas  dan  ramah  terhadap 

konsumen,  terciptanya  interaksi  

khusus dan control kualitas dengan 

pelanggan.   

Sedangkan manajemen pelayanan 

publik dapat diartikan sebagai suatu 

“proses penerapan ilmu dan seni untuk 

menyusun rencana, 

mengimplementasikan rencana, 

mengoordinasikan dan menyelesaikan 

aktivitas-aktivitas pelayanan demi 

tercapainya tujuan-tujuan pelayanan.” 

(Ratminto 2005:67). Atau dengan kata 

lain, manajemen pelayanan publik 

berarti merupakan suatu proses 

perencanaan dan 

pengimplementasiannya serta 

mengarahkan atau mengkoordinasikan 

penyelesaian aktivitas-aktivitas 

pelayanan publik demi tercapainya 

tujuan-tujuan pelayanan publik yang 

telah ditetapkan.  

Menurut Moenir (2006:186)  

manajemen pelayanan adalah 

manajemen proses, yaitu sisi 

manajemen yang mengatur dan 

mengendalikan proses layanan, agar 

mekanisme kegiatan pelayanan dapat 

berjalan tertib, lancar, tepat mengenai 

sasaran dan memuaskan bagi pihak 

yang harus dilayani. Sedangkan 

menurut Ratminto (2005:4) manajemen 

pelayanan adalah suatu proses 

penerapan ilmu dan seni untuk 

menyusus rencana, mengimplementasi 

rencana, mengkoordinasikan dan 

menyelesaikan aktivitas-aktivitas 

pelayanan demi tercapainya tujuan-

tujuan pelayanan. 

Dari pengertian-pengertian yang di 

kemukakan di atas peneliti mengambil 

kesimpulan bahwa manajemen 

pelayanan merupakan suatu alat untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan, 

dengan manajemen yang baik akan 

memudahkan terwujudnya tujuan 

perusahaan, karyawan, dan masyarakat. 

Dengan manajemen juga daya guna dan 

hasil guna unsur-unsur manajemen akan 

dapat ditingkatkan. 

Reformasi birokrasi menurut 

Michael Dugget (LAN:2005:33) adalah 

proses yang dilakukan secara kontinyu 

untuk mendesain ulang birokrasi, yang 

berada di lingkungan pemerintahan dan 

partai politik sehingga dapat 

berdayaguna dan berhasil guna baik 

ditinjau dari segi hukum maupun 
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politik. Reformasi pelayanan publik di 

Indonesia secara masif sejatinya telah 

dilaksanakan sejak tahun 1998, yaitu 

sejalan dengan tuntutan reformasi 

penyelenggaraan pemerintahan Negara 

secara menyeluruh di segala bidang 

kehidupan masyarakat dalam berbangsa 

dan bernegara.  

Menurut Alisjahbana (2008:57) pada 

dasarnya reformasi kelembagaan 

pelayanan publik sangat terkait dengan 

permasalahan kelembagaan birokrasi. 

Masalahnya sampai saat ini belum ada 

kesepakatan tentang pelembagaan 

fungsi pemerintah serta kriterianya. 

Akibatnya terjadi kekaburan tugas dan 

tanggung jawab instansi pemerintah. 

Inefisiensi, kelambatan, 

ketidakmerataan pelayanan dan fasilitas 

sosial, overhead cost yang tinggi, serta 

ketidakpastian biaya yang harus 

dikeluarkan masyarakat menjadi 

fenomena umum. Dalam kondisi 

demikian, perampingan kelembagaan 

pemerintah menjadi keniscayaan, 

meskipun reformasi kelembagaan itu 

bukan pekerjaan mudah. Sebagai 

langkah awal, pemerintah perlu 

melakukan evaluasi kelembagaan 

berdasarkan tugas-tugas yang diemban 

oleh instansi-instansi terkait.  

Kualitas pelayanan merupakan suatu 

kondisi dinamis yang berhubungan 

dengan produk, jasa, manusia, proses 

dan lingkungan yang memenuhi atau 

melebihi harapan. Oleh karenanya 

pelayanan dikatakan berkualitas atau 

memuaskan apabila pelayanan tersebut 

dapat memenuhi kebutuhan dan harapan 

masyarakat.  

Pemberian pelayanan yang baik 

merupakan salah satu upaya perusahaan 

untuk menciptakan kepuasan bagi 

konsumennya. Jika konsumen merasa 

telah mendapatkan pelayanan yang baik 

berarti perusahaan mampu memberikan 

pelayanan yang baik pula. Demekian 

pula sebaliknya, pelayanan tidak dapat 

diuraikan secara obyektif seperti sebuah 

produk, melainkan merupakan interaksi 

social dengan subyektivitas, lebih 

tergantung pada nilai, parasaan dan 

perilaku. 

Goetsch dan Davis yang 

diterjemahkan Fandy Tjiptono membuat 

definisi mengenai kualitas sebagai 

berikut : “Kualitas merupakan suatu 

kondisi dinamis yang berhubungan 

dengan produk, jasa, manusia, proses, 

dan lingkungan yang memenuhi atau 

melebihi harapan” (2011:101)  

Definisi kualitas di atas mengandung 

makna bahwa elemen- elemen kualitas 

yaitu : 

a.  Kualitas merupakan kondisi yang 

dinamis 

b. Kualitas berhubungan dengan produk 

jasa, manusia, proses dan                                 

lingkungan. 

c.  Kualitas meliputi usaha memenuhi 

atau melebihi harapan pelanggan. 

Menurut Wyckcof dan Lovelock 

dalam bukunya yang dikutip dan 

diterjemahkan oleh Fandy Tjiptono 

(2011:60) ada dua faktor utama yang 

mempengaruhi kualitas pelayanan yaitu 

respected service dan perceived service. 

Apabila jasa yang diterima atau 

dirasakan (perceived service) sesuai 

dengan yang diharapkan, maka kualitas 

jasa dipersepsikan sebagai kualitas 

ideal. Sebaliknya jika jasa yang 

diterima lebih rendah daripada yang 

diharapkan, maka kualitas jasa yang 

dipersepsikan buruk. Baik tidaknya 

kualitas jasa tergantung pada 

kemempuan penyedia jasa dalam 

memenuhi harapan pelanggannya secara 

konsisten. 

Masyarakat akan merasa puas 

apabila mereka mendapatkan suatu 

pelayanan yang berkualitas A.S. Moenir 

mengemukakan pendapat mengenai 

konsep pelayanan yang efektif sebagai 

suatu pelayanan yang berkualitas 

menurut A. S. Moenir (1995:204) 

adalah “Layanan yang cepat, 

menyenangkan, tidak mengandung 
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kesalahan, mengikuti proses dan 

menyenangkan, tidak mengandung 

kesalahan, mengikuti proses dan 

prosedur yang telah ditetapkan lebih 

dahulu.” 

 

Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode penelitian 

kualitatif. Moleong, (2008:78) 

mendefinisikan bahwa penelitian 

kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah, 

yang bertujuan untuk memahami suatu 

fenomena dalam konteks sosial secara 

alamiah dengan mengedepankan proses 

interaksi komunikasi yang mendalam 

antara peneliti dengan fenomena yang 

diteliti. Oleh karena itu dalam penelitian 

kualitatif peneliti adalah sebagai sumber 

instrumen yakni sebagai pengumpul 

data secara langsung.  

Penelitian ini dimaksudkan untuk 

mengetahui dan menjelaskan secara 

mendalam mengenai kualitas pelayanan 

publik di UPTD Samsat Kosio Bolmong 

serta faktor penghambat dan pendukung 

dalam proses pelayanannya. Penelitian 

ini mengunakan teori Fandy Tjiptono 

(2011:53) mengenai pelayanan,  yang 

menyatakan ada lima dimensi 

pelayanan, yaitu:  

1.  Bukti Fisik  (tangible), meliputi 

fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai 

dan sarana komunikasi  

2.  Keandalan pelayanan (reliability). 

Kemampuan memberikan pelayanan 

yang dijanjikan dengan tepat, akurat 

dan terpercaya  

3.  Daya Tanggap (responsiveness) yaitu 

kemauan untuk membantu pelanggan 

dan memberikan jasa pelayanan 

dengan tanggap dan cepat. 

4. Jaminan (assurance), mencakup 

pengetahuan dan kesopanan dari 

petugas serta kemampuan untuk 

menimbulkan kepercayaan dan 

keyakinan. 

5. Empati (emphaty), meliputi 

perbuatan atau sikap untuk 

memberikan perhatian secara pribadi 

kepada pelanggan, komunikatif serta 

memahami kebutuhan pelanggan. 

Peneliti memilih informan dari 

pihak-pihak yang terkait dalam 

penyelenggaraan layanan Samsat, 

sehingga dianggap mengetahui masalah 

secara mendalam dan dapat dipercaya. 

Adapun pihak-pihak tersebut antara 

lain:  

1.  Kepala UPTD Samsat Kosio 

Kabupaten Bolmong, sebanyak 1 

Orang 

2.  Petugas UPTD Samsat Kosio 

Kabupaten Bolmong, Sebanyak 1 

Orang 

3. Masyarakat Bolmong yang datang di 

UPTD Samsat Kosio Bolmong untuk 

melakukan pembayaran pajak 

kendaraan bermotor, Sebanyak 5 

Orang 

 

Hasil Penelitian 

Kualitas pelayanan publik 

merupakan usaha untuk memenuhi 

segala sesuatu yang berhubungan 

dengan produksi, jasa, manusia, proses, 

lingkungan, dan yang menjadi 

kebutuhan serta keinginan konsumen 

baik itu berupa barang dan jasa yang 

diharapkan dapat memenuhi harapan 

dan kepuasan masyarakat sebagai 

pelanggan. Kualitas pelayanan secara 

umum harus memenuhi harapan-

harapan pelanggan dan memuaskan 

kebutuhan mereka. Namun, demikian 

meskipun definisi ini berorientasi pada 

pengguna layanan, tidak berarti bahwa 

dalam menentukan kualitas pelayanan 

penyedia jasa pelayanan harus menuruti 

semua keinginan konsumen. Kualitas 

pelayanan dapat diketahui dengan cara 

membandingkan persepsi pengguna 

layanan atas pelayanan yang mereka 

terima dengan pelayanan yang 

sesungguhnya mereka harapkan. 

Pelayanan yang berkualitas dapat dinilai 

dari dimensi-dimesi Pelayanan sebagai 

berikut : 
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Dimensi Tangibel (Bukti Fisik). 

Dimensi ini merupakan kemampuan 

suatu penyedia layanan dalam 

menunjukkan eksistensinya pada 

masyarakat. Penampilan dan 

kemampuan sarana dan prasarana fisik 

perusahaan dan keadaan lingkungan 

sekitarnya adalah bukti nyata dari 

pelayanan yang diberikan oleh penyedia 

jasa yang meliputi fasilitas fisik tempat 

pelayanan tersebut, teknologi (peralatan 

dan perlengkapan yang dipergunakan) 

serta penampilan pegawai dalam 

melayani pengguna layanan. Secara 

singkat dapat diartikan sebagai 

penampilan fasilitas fisik, peralatan, dan 

personil. 

Pada penelitian ini, dimensi tangibel 

ditentukan oleh indikator-indikator 

yaitu penampilan aparatur saat 

melaksanakan tugas pelayanan, 

kenyamanan tempat melakukan 

pelayanan, kemudahan dalam proses 

pelayanan, kedisiplinan pegawai dalam 

melakukan pelayanan, kemudahan akses 

pelanggan dalam permohonan 

pelayanan, dan penggunaan alat bantu 

dalam pelayanan.  

Pelayanan publik di UPTD Samsat 

Kosio Bolmong sudah menerapkan 

dimensi Tangibel beserta indikatornya. 

Penilaian kualitas publik yang sudah 

berjalan sesuai harapan masyarakat 

dalam dimensi ini antara lain 

penampilan aparatur saat melaksanakan 

tugas pelayanan, kemudahan dalam 

proses pelayanan, kedisiplinan pegawai 

dalam melakukan pelayanan, 

kemudahan akses pelanggan dalam 

permohonan pelayanan, dan 

penggunaan alat bantu dalam 

pelayanan. Namun pada pelaksanaannya 

masih terdapat indikator yang belum 

berjalan sesuai harapan masyarakat 

seperti kenyamanan tempat dalam 

melakukan pelayanan contohnya tidak 

adanya pendingin ruangan atau AC 

yang ketika siang hari serta ruangan 

penuh dengan pengguna layanan yang 

mengantri maka suasana akan menjadi 

panas. Selain AC, ruangan yang sempit 

juga mengganggu kenyamanan 

pelanggan. 

Kenyamanan tempat pelayanan 

sangat mempengaruhi proses pelayanan. 

Penyedia layanan harus lebih 

memperhatikan kenyamanan untuk 

penyedia layanan karena jika pengguna 

layanan sudah merasa nyaman dengan 

yang sudah disediakan maka akan 

berpengaruh baik bagi penyedia 

layanan, tetapi sebaliknya jika 

pengguna layanan masih merasa belum 

nyaman maka akan berpengaruh buruk 

bagi penyedia layanan. 

Dimensi yang kedua adalah dimensi 

Reliability (Kehandalan). Dimensi ini 

merupakan kemampuan penyedia 

layanan untuk memberikan pelayanan 

sesuai yang dijanjikan secara tepat dan 

terpercaya. Kehandalan pegawai dalam 

memberikan pelayanan sangat 

membantu masyarakat dalam menerima 

pelayanan dengan cepat dan mudah. 

Kehandalan dapat dilihat dari 

kecermatan dalam melayani, 

kemampuan dan keahlian pegawai 

dalam menggunakan alat bantu dalam 

proses pelayanan. Kehandalan 

merupakan kemampuan memberikan 

layanan yang dijanjikan dengan segera, 

akurat, dan memuaskan. Pada penelitian 

ini, dimensi reability ditentukan oleh 

indikator-indikator yaitu kecermatan 

pegawai dalam melayani pengguna 

layanan, kecamatan memiliki standar 

yang jelas atau tidak, kemampuan 

pegawai dalam menggunakan alat bantu 

dalam proses pelayanan, keahlian 

pegawai dalam proses pelayanan.  

Pelayanan publik di UPTD Samsat 

Kosio Bolmong sudah menerapkan 

dimensi reliability.Penilaian kualitas 

publik yang sudah berjalan sesuai 

harapan masyarakat dalam dimensi ini 

antara lain kecermatan pegawai dalam 

melayani pengguna layanan, Samsat 

memiliki standar yang jelas atau tidak, 
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kemampuan pegawai dalam 

menggunakan alat bantu dalam proses 

pelayanan. keahlian pegawai dalam 

menggunakan alat bantu dalam proses 

pelayanan karena pegawai yang ada di 

kantor pelayanan sudah ahli dalam 

menggunakan alat bantu. 

Dalam pelaksanaan pelayanan, 

masyarakat yang akan menilai 

bagaimana kinerja dan kemampuan 

pegawai dalam melaksanakan proses 

pelayanan. Keahlian pegawai di kantor 

UPTD Samsat Kosio Bolmong sangat 

diperlukan karena keahlian pegawai ini 

yang akan menjadi penentu 

keberhasilan pelayanan. Kemampuan 

pegawai dalam menggunakan alat bantu 

di Samsat Kosio semuanya  sudah 

menguasai ditunjukkan dengan 

trampilnya pegawai menggunakan alat 

bantu pelayanan seperti komputer dan 

perangkatnya.  

Selanjutnya dimensi yang ketiga 

adalah Dimensi Responsiviness 

(Ketanggapan). Dimensi ini merupakan 

kemauan untuk membantu dan 

memberikan pelayanan yang cepat dan 

tepat kepada pengguna layanan, dengan 

penyampaian informasi yang berkaitan 

dengan keperluan pelayanan dengan 

jelas. Membiarkan konsumen 

menunggu tanpa alasan yang jelas 

menyebabkan persepsi yang negatif 

dalam kualitas pelayanan. Secara 

singkat dapat diartikan sebagai kemauan 

untuk membantu pengguna layanan 

dengan baik dan cepat.  

Pelayanan publik di UPTD Samsat 

Kosio Bolmong sudah menerapkan 

dimensi Responsiviness beserta 

indikatornya. Penilaian kualitas publik 

yang sudah berjalan sesuai harapan 

masyarakat dalam dimensi ini antara 

lain merespon setiap pengguna layanan 

yang ingin mendapatkan pelayanan, 

pegawai melakukan pelayanan dengan 

cepat, pegawai melakukan pelayanan 

dengan tepat, pegawai memberikan 

pelayanan dengan cermat, pegawai 

melakukan pelayanan dengan waktu 

yang tepat, dan semua keluhan 

pengguna layanan direspon oleh 

pegawai layanan. 

Daya tanggap adalah kesediaan 

pegawai pelayanan untuk membantu 

pengguna layanan dan 

menyelenggarakan pelayanan secara 

tepat waktu. Daya tanggap berkaitan 

dengan ketanggapan petugas yang akan 

meningkatkan kenyamanan pengguna 

layanan, ini sebagai salah satu 

pendorong keberhasilan pelayanan, 

daya tanggap pelaksanaan pelayanan 

akan mempengaruhi hasil kinerja sebab 

jika pelaksanaan pelayanan didasari 

oleh sikap, keinginan dan komitmen 

untuk melaksanakan pelayanan dengan 

baik, maka akan tercipta peningkatan 

kualitas pelayanan yang semakin baik. 

Selanjutnya dimensi yang keempat 

adalah Dimensi Assurance 

(Ketanggapan). Dimensi ini merupakan 

jaminan dan kepastian yaitu 

pengetahuan, kesopansantunan, dan 

kemampuan para pegawai pelayanan 

untuk menumbuhkan rasa percaya 

pengguna layanan kepada penyedia 

layanan. Terdiri dari komponen 

komunikasi, kredibilitas, keamanan, 

kompetensi, dan sopan santun. Secara 

singkat dapat diartikan sebagai 

pengetahuan dan keramah tamahan 

pengawai dan kemampuan pegawai 

untuk dapat dipercaya dan diyakini. 

Pelayanan publik di UPTD Samsat 

Kosio Bolmong sudah menerapkan 

dimensi Assurance berserta 

indikatornya. Penilaian kualitas publik 

yang sudah berjalan sesuai harapan 

masyarakat dalam dimensi ini antara 

lain pegawai memberikan jaminan tepat 

waktu dalam pelayanan, pegawai 

memberikan jaminan biaya dalam 

pelayanan, petugas memberikan 

jaminan kepastian biaya dalam 

pelayanan.  

Jaminan yang diberikan penyedia 

layanan berkaitan dengan kemampuan 
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penyedia layanan yang memberikan 

rasa kepercayaan yang tinggi kepada 

pengguna layanan, sifat dipercaya yang 

dimiliki para pegawai. Jika pengguna 

layanan sudah diberikan jaminan terkait 

pelayanan, maka akan menumbuhkan 

kepercayaan pengguna layanan 

penyedia layanan. 

Dimensi yang terakhir yaitu Dimensi 

Emphaty (Empati). Dimensi ini 

memberikan perhatian yang tulus dan 

bersifat individual atau pribadi yang 

diberikan kepada pengguna layanan 

dengan berupaya memahami keinginan 

pengguna layanan dimana penyedia 

layanan diharapkan memiliki suatu 

pengertian dan pengetahuan tentang 

pengguna layanan, memahami 

kebutuhan pengguna layanan secara 

spesifik, serta memiliki waktu 

pengoperasian yang nyaman bagi 

pelanggan. Secara singkat dapat 

diartikan sebagai usaha untuk 

mengetahui dan mengerti kebutuhan 

pengguna layanan secara individual. 

Pelayanan publik di UPTD Samsat 

Kosio Bolmong sudah menerapkan 

dimensi Emphaty berserta indikatornya. 

Penilaian kualitas publik yang sudah 

berjalan sesuai harapan masyarakat 

dalam dimensi ini antara lain 

mendahulukan kepentingan pengguna 

layanan, pegawai melayani dengan 

sopan santun, pegawai melayani dengan 

tidak diskriminatif, dan petugas 

melayani serta menghargai setiap 

pengguna layanan. Namun pada 

pelaksanaannya masih terdapat 

indikator yang belum berjalan sesuai 

harapan masyarakat seperti pegawai 

pelayanan belum melayani dengan sikap 

ramah. 

Masih ada beberapa pengguna 

layanan yang belum memberikan 

senyuman dan sapaan kepada pengguna 

layanan yang akan melakukan proses 

pelayanan. Masih dirasakan oleh 

pengguna layanan yang mendapatkan 

ketidakramahan pegawai layanan. 

Pengguna layanan tidak akan merasa 

puas jika pegawai tidak memberikan 

keramahan kepada pengguna layanan 

yang akan melakukan proses pelayanan. 

Salah satu faktor utama kesuksesan 

dalam pelayanan adalah keramahan 

kepada pengguna layanan yang salah 

satu contohnya dengan tersenyum dan 

menyapa, dengan senyuman dan sapaan 

maka pengguna layanan akan merasa 

bahwa dirinya telah diperhatikan dan 

dari situ muncul dari dalam hati 

pengguna layanan bahwa pengguna 

layanan akan merasa nyaman dengan 

pelayanan yang diberikan oleh penyedia 

layanan. Keramahan memang bukan 

aset, tetapi keramahan adalah kunci 

sukses untuk penyedia layanan menjalin 

hubungan yang baik dengan pengguna 

layanan. 

Selain sumber daya pegawai faktor 

penghambat lain adalah mengenai 

jangka waktu yang diberikan terkait 

pembuatan STNK yang tidak sesuai 

dengan jangka waktu yang ditetapkan 

karena kurangnya pembuatan bahan 

dasar STNK. Keterlambatan ini 

dikarenakan kartu untuk pembuatan 

STNK sendiri harus menunggu kiriman 

dari kantor pusat yang membutuhkan 

waktu tidak sebentar. Itulah faktor 

utama yang menyebabkan jangka waktu 

pembuatan STNK tidak sesuai dengan 

jangka waktu yang seharusnya. 

Selain faktor penghambat tentunya 

terdapat faktor pendukung diantaranya 

yaitu berupa semangat yang diberikan 

pegawai satu sama lain, berusaha untuk 

memberikan pelayanan yang terbaik 

bagi pengguna layanan yang 

membutuhkan pelayanan. Pegawai 

sama-sama saling menyemangati agar 

dapat memberikan pelayanan dengan 

keahlian masing-masing agar 

mewujudkan pelayanan yang prima. 

Selain sama-sama saling 

menyemangati, pegawai juga 

mengadakan rapat koordinasi atau 

semacam evaluasi setiap tiga bulan 
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mengenai bagaimana pelayanan yang 

sudah dilakukan kepada masyarakat. 

Dengan mengadakan evaluasi maka 

para pegawai akan memberikan saran 

jika memang ada pegawai pelayanan 

yang masih belum bisa melakukan 

pelayanan dengan baik. 

Faktor yang mendorong terwujudnya 

pelaksanaan yang berkualitas di kantor 

Samsat Kosio adalah penanaman 

kesadaran melayani masyarakat dengan 

ihlas sesuai dengan hati nurani. 

Kesadaran di sini maksudnya bahwa 

pegawai pelayanan mempunyai suatu 

tanggung jawab melayani pengguna 

layanan. Faktor pendukung lain adalah 

dengan adanya fasilitas yang membantu 

pegawai dalam melaksanakan tugasnya 

melayani pengguna layanan yaitu 

berupa alat bantu komputer dan 

perangkatnya serta adanya internet 

sehingga proses pelayanan dapat 

berjalan dengan lancar. 

 

Kesimpulan 

a. Dimensi Tangibel (Bukti Fisik) yang 

mempunyai indikator penampilan, 

kemudahan, dan penggunaan alat 

bantu sudah diterapkan, namun ada 

indikator yang belum sepenuhnya di 

laksanakan yaitu mengenai 

kenyamanan tempat pelayanan. 

b. Dimensi Reliability (Kehandalan) 

yang mempunyai indikator 

kecermatan, standar pelayanan yang 

jelas, kemampuan, dan keahlian 

sudah diterapkan, namun ada 

indikator yang belum berjalan sesuai 

harapan masyarakat yaitu mengenai 

standar pelayanan yang tidak 

diketahui semua pengguna layanan. 

c. Dimensi Responsiviness 

(Ketanggapan) yang mempunyai 

indikator merespon, cepat, tepat, 

cermat, tepat waktu dan merespon 

keluhan pengguna layanan sudah 

diterapkan dimensi ini sesuai dengan 

keinginan masyarakat. Namun ada 

indikator yang belum berjalan sesuai 

harapan masyarakat yaitu masih 

adanya pegawai yang belum 

merespon dengan baik keluhan dari 

pengguna layanan. 

d. Dimensi Assurance (Jaminan) yang 

mempunyai indikator jaminan tepat 

waktu dan jaminan kepastian biaya 

belum diterapkan sesuai dengan 

keinginan masyarakat. Karna masih 

adanya keterlambatan waktu 

pengurusan STNK yang tidak sesuai 

dengan jaminan waktu yang 

diberikan pegawai kepada pengguna 

layanan. 

e.  Dimensi Emphaty (Empati) yang 

mempunyai indikator mendahulukan 

kepentingan pengguna layanan, 

ramah sopan santun, tidak 

diskriminatif, dan menghargai  

belum semuanya diterapkan, dan 

belum berjalan sesuai harapan 

masyarakat karna masih adanya 

pegawai yang mementingkan urusan 

pribadi, juga masih adanya ketidak 

ramahan pegawai layanan dalam 

melayani pengguna layanan. 

 

Saran 

a. Kantor UPTD Samsat Kosio 

Bolmong sebaiknya menambahkan 

sarana dan prasarana seperti AC di 

ruang pelayanan untuk pengguna 

layanan.Selain itu, agar pengguna 

layanan lebih merasa nyaman dengan 

penambahan sarana dan prasarana 

tersebut. 

b. Pegawai di Samsat Kosio sebaiknya 

saling mengingatkan arti pentingnya 

keramahan terhadap pengguna 

layanan dalam proses pelayanan agar 

pengguna layanan memberikan 

respon yang baik terhadap pegawai 

pelayanan. 

c. Kantor Samsat Kosio khususnya 

bagian pelayanan sebaiknya sudah 

mempersiapkan dan menyediakan 

bahan untuk pembuatan STNK agar 

masyarakat tidak menunggu terlalu 

lama dalam pengurusan STNK. 
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